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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran 
hukurn dan respont masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah secara 
massal melalui proyek LMPDP di Kabupaten Bantul. Selanjutnya diadakan evaluasi 
terhadap kegiatan tersebut, apakah pelaksanaan pendaftarm tanah sistimatik sudah 
sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 tahun 1997, sehingga akan diketahui sampai dirnana kesadaran 
hukuim masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pemilikan hak atas tanahnya untuk 
disertipikatkan sehingga masyarakat akan terlindumgi secara hukum terhadap 
kepemjlikan hak atas tanahnya, 

. Obyek penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bantul dan 
menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis hukum, diiana sasarannya adalah 
langsung dimasyarakat yang desanya mendapatkan proyek LMPDP atau Ajudikasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Terhadap data yang ada 
dilakukan pembahasan secara kualitatif dan komprehensif. Analisis data sekunder 
dimulai dengan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan. Sistimatisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan 
prinsip penalaran eksklusi. Selanjutnya dilakukan interprestasi, interprestasi 
sistimatis, interprestasi antisipasi. Evaluasi terakhir dengan melakukan penarikan 
kesimpulan secara induktif.. 

Hasil penelitian akan diketahui adanya perbedaan dalam proses pendaftaran 
tanah secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sistimatik melalui Preoyek LMPD. Pemohon apabila 
mendaftarkan tanahnya untuk disertipikatkan secara rutin hams aktif datang ke 
Kantor Pertanahan kabupaten Bantul, sedangkan dalam pendaftran tanah sistimatik 
pemohon atau masaryarkat cukup berada didesa, selain itu masyarakat dibebaskan 
dari biaya pendaftaran dan biaya ukur. Perbedaan yang lain adalah dalam penerbitan 
sertipikatnya, kalau di Proyek LMPDP yang menanda tangani seripikatnya adalah 
Ketua Panitia Ajudikasinya, bukan oleh Kepala kantor pertanahan Kabupaten Bantul. 
kesadaran hukum yang tinggi serta sosialisasi yang cukup kepada masyarakat 
mengenai arti pentingnya sertipikat; Hal tersebut berimplikasi terhadap keberhasilan 
pensertipikatan secara massal melalui ajudikasi di Kabupaten Bantul. Dalam 
penelitian karni yang kami fokuskan tahun 2006 dengan target 15.000 bidang 
sertipikat, ternyata melampui target yang ditetapkan yaitu 1 5.323 sertipikat. 
Hasil dari pelaksanaan pensertipikatan tanah sistimatik melalui LMPDP dapat 
berhasil dengan baik, ha1 ini berkaitan kerjasama yang baik antara pihak Badan 
Pertanahan Nasional, Pemda , Kecamatan , Desa, PPAT dan masyarkat sendiri, selain 
itu dengan merniliki sertipikat hak atas tanah maka akan terlindungi kepastian 
hukumnya dan hasilnya adanya peta desa lengkap serta dapat disajikan informasi 
mengenai data-data bidang tanah kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik 
instansi pemerintah maupun swasta. 



MOTTO : 

Dialah Yang menghamparkan bumi untukmu bagai permadani, 

Dibuatkannya disana jalan dan terusan untuk kepentingan lalu 

lintasmu. Dan diturunkannya air hujan dari angkasa, lalu kami 

tumbuhkan dengan sebab air hujan itu bermacam jenis tumbuhan. 

( Q.S Thoha ayat 53 ) 

Tesis ini Kupersembahkan : 

1. Ayah dan ibunda yang tercinta 

2. Istri yang kucintai 

3. Anak-anaku yang kusayangi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bersarnaan dengan meningkatnya kegiatan di sektor pembangunan yang 

menyebar ke seluruh wilayah tanah air, tanah dianggap sebagai sarana yang 

sangat penting dalam dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tanah 

merupakan faktor yang vital dan sangat strategis, karena mempunyai peranan 

yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, bukan 

aspek ekonomis saja tapi juga dalam aspek-aspek non ekonomis seperti sosial, 

politik, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Hal tersebut selaras dengan 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 yang rnenyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besamya kemakmuran rakyat". 

Tujuan pembangunan nasional sendiri yaitu untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur seperti yang diidam-idamkan, pembangunan fisik 

yang terns meningkat membawa dampak terhadap kualitas hidup manusia, 

sementara dengan bertambahnya penduduk membawa konsekuensi semakin 

sulitnya mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan di suatu wilayah, 

untuk itu diperlukan suatu kesiapan yang terencana dalarn menyediakan tanah. 



Dengan demikian sangatlah penting arti tanah, seperti yang dikatakan 1 Made 

Sandy, bahwa:' 

Pentingnya kedudukan tanah dan nilai tanah dalam kehidupan tidak 
saja dari segi phisik, melainkan dari segi politik dan ekonomi, secara 
fisik tanah sangat penting karena tanpa tanah tidak mungkin ada 
pembangunan, sebab pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan di atas 
sebidang tanah. 

Kebijakan dalam pengelolaan pertanahan sangat dibutuhkan, sehingga 

tanah dapat didayagunakan guna kemakrnuran rakyat yang sebaik-baiknya, selain 

itu pemerintah berupaya dengan sungguh sungguh menertibkan status 

kepemilikan dan penguasaan tanah demi menjamin kepastian hukum dan tertib 

administrasi bidang pertanahan. Apabila tanah tidak dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik aka11 menimbulkan berbagai kasus dibidang pertanahan. 

Dewasa ini kasus-bus sengketa, konflik maupun perkara di bidang 

pertanahan cenderung meningkat, ha1 ini didasari oleh banyaknya pengaduan dari 

masyarakat ke Badan Pertanahan Nasional dan perkara pertanahan yang 

diselesaikan melalui pengadilan. Masalah-masalah tanah tersebut karena adanya 

perbedaan persepsi, nilai dan kepentingan yang dipandang menlgikan orang lain, 

sedangkan tipologi sengketa, konflik dan perkara berasal dari sengketa waris, 

penguasaan dan pemilikan, masalah sengketa batas atau letak, pembebasan / 

pengadaan tanah dan tanah ulayat. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dibidang pertanahan sangat 

diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, sedangkan 

kebijakan dalam pembangunan hukum pertanahan yaitu sebagai penjabaran dari 

I Imade Sandy, Tanah Muka Bumi, PT. Indograp Bhakti, FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta, 
1995, ha1 143. 



ketentuan Pasal33 ayat (3) UUD 1945. Pengertian "dikuasai negara" dalam pasal 

ini, di mana negara bukan sebagai pemilik tanah, tapi sebagai organisasi kekuasan 

dari rakyat sebagai Badm penguasa. Pelaksanaan dari amanat Pasal 33 ayat (3) 

ULD 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pernturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:2 

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Tahun1945 dan hal-ha1 sebagai yang dimaksud pasal 1, bumi,air dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara , sebagai organisasi kekuasaan 
oleh rakyat. 

2. Hak menguasai dari negara dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang 
untuk 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi,air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengar1 perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada 
ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 
dan makmur. 

4. Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaanya dapat dapat dikuasakan 
kepada daerah-daerah Swatantm dan masyarakat-masyarakat hukum ad&, 
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 
menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh negara, dalam rangka 

membantu masyarakat memperoleh pelayanan untuk memperoleh sertipikat hak 

atas tanah dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, oleh pemerintah 

diselenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA, dalam pelaksanaannya diatur 

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Cetakan ke 2,  Alumni, 
Bandung, 2004, ha1 140. 



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997, dan 

tujuan pendahran tanah sendiri sebagai b e r i k ~ t : ~  

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di sluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalarn ayat 1 pasal ini meliputi: 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian sura-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang h a t .  
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

4. Dalam Peraturan Penerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dalam 
pendaftaran termaktub dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa 
rakyat tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. 

Pelaksanakan pendahran tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997, 

meliputi pendahran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendahran tanah. 

Dalam PP No. 24 tahun 1997 khususnya pada Pasal 12 ditentukan b a h ~ a : ~  

I .  Kegiatan dan pelaksanaan pendahran tanah pertama kali rneliputi: 
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
b. Pembuktian hak dan pembuktian data fisik 
c. Penerbitan sertipikat 
d. Penyajian data fisik dan data yuridis 
e. Penyimpanan d a h r  umum dan dokumen. 

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftarm tanah meliputi: 
a. Pendaftaran peralihan dm pembebanan hak. 
b. Pendaftaran perubahan datapendahrarl tanah lainnya. 

Berkaitan dengan pendaftaran tarlah pertama kali ditekankan pada 3 (tiga) 

bidang, yaitu Bidang fisik atau tehnis kadastral, bidang yuridis dan penerbitan 

dokumen tanda bukti hak. 

3 AP. Parlindungan, Pendafiaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, ha1 I 
4 . . ~ l i  Achmod Chomsah, Hukurn Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2,  Prestasi Pustaka, 
Jakarta, 2004, ha1 1 19. 



Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah terhadap 

bidang tanah yang sebelumnya belum pernah didaftarkan menurut ketentuan 

peraturan yang berlaku. Menurut Budi Harsono pendaftaran tanah pertama kali 

dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:5 

1. Secara Sistimatik yaitu pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan 
secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 
dida.ftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Hal ini atas prakarsa 
dari pemerintah berdasarkan rencana kerja panjang dan tahunan serta 
dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
Agrariaepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam suatu desalkelurahan 
yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 
sistimatik, pendaftaran tanah dilaksanakan secara sporadik. 

2. Secara Sporadik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 
satu atau beberapa obyek dalam wilayah atau bagian wilayah dalam suatu 
desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah 
secara sporadik di.laksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan 
yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan 
atau kuasanya. 

Tujuan pendaftaran tanah di samping untuk memberikan informasi, juga 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang 

hak atas tanah, serta untuk memudahkan aparat pemerintah dalam menyediakan 

media informasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang 

pertanahan, baik mengenai data fisik dan data yuridis. 

Pemerintah dalam upayanya menyelenggarakan kegiatan pendaftaran 

tanah menyeluruh di wilayah Republik Indonesia yang dirnulai pada tahun 1960 

sejak Undang-undang Pokok Agraria dikeluarkan sampai saat ini baru bisa 

menyelesaikan kurang lebih 25 juta bidang tanah, masih tersisa 60 juta bidang 

tanah di luar kawasan hutan yang belum didaftarkan dan diketahui status haknya. 

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonsia (Hukum Tanah Nasional), jilid 1 ,  Djambatan, Jakarta, 
2005, ha1 475 



Pemerintah dalam membantu mempercepat pendaftaran tanah 

sebagaimana amanat dalam Pasal 19 UUPA melalui berbagai program, baik 

kegiatan secara rutin biasa maupun melalui berbagai proyek, karena wilayah 

Indonesia sangat luas sedangkm dari segi dana yang disediakan pemerintah 

sangat terbatas, n m u n  ha1 ini tidak menyurutkan tekad pemerintah dalam upaya 

untuk mempercepat pendaftaran tanah. Program yang dilaksanakan salah satunya 

melalui pendaftaran tanah sistematik melalui proyek Land Management and 

Program Development Program (LMPDP) atau ajudikasi, dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah sistimatik tersebut, merupakan pekerjaan yang besar dan tidak 

tidak mudah, sehingga kegiatan tersebut tentunya mengalami suatu hambatan dan 

tidak selancar seperti yang diharapkan. 

Ketidaklancaran penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya 

dipengaruhi dalan~ segi dana saja, tapi banyak faktor-faktor lain yang ikut 

mernyengaruhi, antara lain: 

1. Terbatasnya aparat Badan Pertanahan Nasional . 

2. Kesadaran hukum para pemegang hak atas tanah. 

3. Terbatasnya waktu pelaksanaan dengan batas akhir penyelesaian 

pekerjaan. 

4. Kurangnya sarana prasarana.yang memadai. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut di atas, dalam rangka menumbuhkan 

gairah dan meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan kepastian hukum 

atau per1 indungan hukum terhadap bidang-bidang tanah mil ik masyarakat, 

pemerintah dalam upayanya membantu masyarakat untuk memperoleh sertifikat 



hak atas tanah, dengan salah satu programnya diadakan pendaftaran tanah secara 

sistimatik melalui proyek ajudikasi. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistimatik 

merupakan suatu rangkaian program dari pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan, 

yaitu:6 

1. Tertib administrasi peretanahan 

2. Tertib hukurn Pertanahan. 

3. Tertib penggunaan tanah 

4. Tertib lingkungan hidup dan pemeliharaan pertanahan. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistirnatik melalui Land management And 

policy Development Project (LMPDP), sebelumnya melalui perencanaan yang 

matang dan desa yang ditunjuk ditetapkan oleh menteri atas usulan dari kanwil 

Badan Pertanahan Nasional, sedangkan desa yang ditunjuk hams sudah ada peta 

dasar pendahran. 

Dalam pelaksanaan proyek ini kepala Kantor Pertanahan tidak secara 

langsung menanganinya, akan tetapi dibantu oleh panitia ajudikasi dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pendaftran tanah sistimatik, mulai dari 

penyuluhan, proses pendaftaran, pengumpulan data tehnis dan yuridis, penerbitan 

sertipikat hak atas tanah serta laporan akhir kegiatan. Kegiatan pendaftaran tanah 

sistimatik irli berbeda dengan pendaftaran tanah secara rutin, karena yang 

melaksanakan pekerjaan mulai dari penyuluhan sampai dengan penerbitan 

sertipikat bukan Kepala Kantor Pertunahan Kabupaten Bantul, tetapi oleh ketua 

panitia ajudikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan 

6 J . J .  Blitanagy, Hukum Agraria Nasional, Nusa Indah, Ende Flores, 1984, ha1 65. 



Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan pendaftaran 

tanah sistimatik ketua Panitia ajudikasi dibantu oleh Kepala Desa, Camat dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas Kepala Desa dalam membantu 

penyelenggaraan kegiatan proyek ini antara lain: melegalisir foto copy KTP, 

kutipan letter C pemohon, menyiapkan dan menandatangani surat-surat yang 

berkaitan dengan permohanan hak peserta. Tugas Camat cdalah mengkoordinasi 

para kepala desa, menandatangani surat keterangan waris. Sedangkan tugas 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta-akta pada setiap peralihan hak, 

baik berupa jual-beli dan hibah yang belum ada I mempunyai sertipikat hak atas 

tanah. 

Agar kegiatan proyek Ajudikasi melalui pendaftaran tanah sistimatik 

berjalan baik, diperlukan partisipasi rnasyarakat, aparat desa dan Camat untuk 

kordinasi, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. 

Berdasarkan pengalaman dalam suatu kegiatan pekerjaan, biasanya tidak terlepas 

dari keshlitan atziu hatnbatan, demikian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistimatik melalui Ajudikasi masih terdengar adanya hambatan, tapi bisa 

diselesaikan dengah baik. 

Penyebab harnbatan dalam pelaksanaan proyek tersebut ada yang berasal 

dari rnayatakat menyahgkut dengan berkas kelengkapan permohonan, narnun ada 

juga hambatan yang berasal dari pihak penyelenggara proyek sendiri, seperti 

penyelesaian sertipikat tidak tepat waktu, karena kegiatannya baru bisa 

dilaksanakan pada pertengahan tahun, karena turunnya DlPA yang terlambat 

diterirna di daerah dan proses penawaran pelelangan pengukuran kepada pihak 



ketiga memakan waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan praktis 

sedikit mengalami proses hambatan waktu. 

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut di atas, untuk itu penulis 

tertarik untuk mengambil judul: "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanab Sistimatik Di Kabupaten Bantul". 

B. Rumusan Masalab 

1 .  Bagaimanakah pelaksanakan pendaftaran tanah sistimatik proyek ajudikasi 

di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pemegang haknya ditinjau dari 

segi obyeknya sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistemik 

melalui proyek ajudikasi di Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan Penelitihn 

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistimatik proyek ajudikasi di Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi kepastian hukum 

terhadap pemegang haknya ditinjau dari segi obyeknya sehubungan 

dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistemik melalui proyek ajudikasi 

di Kabupaten Bantul. 

D. Kerangka Teori 

1. Badan Pertanahan Nasional 



Sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam 

pengelolaan dan pangaturan dibidang pertanahan hmslah ditangani secara 

nasional, untuk menjaga kesinambungan dan menciptakan ketertiban 

hukum serta menyelesaikan masalah sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan, untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional dalarn 

mengatasi dan menar~gani masalah tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan 

dalam membantu Presiden menangani tugas dan wewenang secara 

nasional dibidang pertanahan, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden 

dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan 

berdasarkan UUPA meliputi pengaturan penguasaan tanah, penggunaan 

tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta-pengukuran dan pendaftaran 

tanah. 

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan 

Pertanahan Nasional menyusun struktur Organisasi dan tata kerja mulai 

dari tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini sebagamana 

tertuang dalarn Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 

1 1 /KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pertanahan 

Nasional, Kemudian setelah menyusun struktur organisasi ditingkat pusat, 

barulah struktur organisaasi ditingkat kantor Wilayah dan KabupatenKota 

dibentuk dengan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor: l/KBPN/1989. 



Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 

Pertanahan Nasional dan keputusan Icepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 l/BPN/1988 tentang struktur Oraganisasi dan tata kerja telah 

beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Peratuean Presiden Nomor 

10/BPN/2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional 

2. Tinjauan lJmum Uodang-Undaog Pokok Agraria 

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaharuan hukum 

menjadi suatu kaharusan, ketika bangsa lndonenesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 memproklamirkan kemardekaannya dengan Undang-undang 

Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut 

pembaharuan atau penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial. 

Proklamasi kemerdekaan dilihat dari sudut tata hukum merupakan 

tindakan perombakan secara total pada idealita dan realita hukum, lain dari 

sebelumnya tradisi masyarakat berubah bebas dari keadaan terjajah. 

Walaupun demikian tidak semua produk hukum lama dirubah 

secara keseluruhan dilihat apakah hukum yang lama masih ada nilai 

universalnya dan masih dapat dipakai. Oleh sebab itu pembaharuan hukum 

dari produk hukum yang lama untuk tetap diambil nilai-nilai yang masih 

sesuai dengan realita: dan idealita negara Indonesia. Walaupun masih ada 

ketimpangan dibidang hukum, ekonomi maupun kesejahteraan sosial, 

namun masih dituntut suatu usaha yang sungguh untuk mengatasinya, 

agar tidak berkelanjutan dan berkembang kearaah kesenjangan dan 



kecemburuan sosial,.suatu kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah pembaharuan dalam bidang pertanahan, berhubung tanah 

merupakan salah satu sumber daya alam dan sumber kekayaan nasional. 

Undang-undang Pokok Agraria merupakan manifestasi dari pada 

cita-cita bangsa, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang 

merupakan hakekat atau esensi dari pada Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945 khususnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung didaiamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakrnuran rakyat". 

Berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960 adalah 

produk Legislatif pertama yang mengatur hukum materiil negara dan 

bangsa Indonesia, setelah kembali kepada Undang Undang dasar tahun 

1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan juga merupakan 

suatu tonggak sistim politik hukum agraria di Indonesia. 

Melalui UUPA dimaksudkan untuk mencabut dualismc dalam 

sistim hukum agraria lama, yang merupakan warisan hukum kolonial dan 

sebagai gantinya menciptakan hukum agraria baru yang telah dimoderisasi 

serta disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara yang 

berdasarkan asas persatuan bangsa. 

Usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum agraria kolonial 

sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 

17 Agustus 1945 sampai dengan 24 September 1960 atau kurang lebih 1 5 

tahun yakni waktu yang cukup panjang. 



Undang-undang Pokok Agraria merupakan produk hukum buatan 

bangsa Indonesia sendiri atau dikenal sebagai Undang-undang No. 5 tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 

104 tahun 1960 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). 

3. Pendaftaran Tanah dad Pengertiannya 

Pendaftaran tanah atau kadaster menurut Rudolf Hemanses adalah 

pendaftaran atau pengukuran bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar 

berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang 

 it^.^ Secara singkatnya kadaster atau pendaftaran tanah dapat dirumuskan 

sebagai pengukuran, pemetaan, dan pembukuan hak. Hal ini sesuai dalarn 

ketentuan Pasal 19 ayat 2 sub a UUPA. Sedangkan pengertian pendaftaran 

tanah menurut Budi Harsono sesuai dalam Pasal I Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 adalah: 

"Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perrlerintah secara 
terus menerus, berkesinambungati dan teratur meliputi 
pengumpulan, pengolahan dan pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam btntuk peta dan 
daftdr mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, tetmasuk pemberian surat tanda bukti bagi bidang bidang 
tanah yang suddh haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya" 

Adapun penjelasan arti rangkaian kegiatan, terus menerus dan 

teratur dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah sebagai b e r i k ~ t : ~  

a. Rangkaian kegiatan di sini punya maksud menunjukan adanya 
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendafiaran tanah yang 

' Ali Achmad Chomsah, Op.,cit, ha1 1 
Budi Harsono, Op.,cit, ha1 474. 

9. Rustam Effendi Rasyid, Sari kuliah Pendajiaran Tanah, Medan, 2002, ha1 37 



berkaitan satu yang lain, berturut-turut menjadi satu kesatuan 
rangkaian bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam 
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan 
bagi rakyat. 

b. Terus menenls, maksudnya menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan 
yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah 
terkurnpul clan tersedia hams selalu dipelihara dalam arti disesuaikan 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap 
sesuai dengan yang terakhir. 

c. Teratur, maksudnya adalah menunjukkan bahwa semua kegiatan hams 
berlandaskan peraturan penmdang-undangan yang sesuai karena 
hasilnya merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 
pembuktian tidak selalu sama dalarn negara-negara yang 
menyelenggarakan pendahran tanah. 

Daftar-daftar merupakan bagian administrasi dari kadaster atau 

yang disebut pembukuan tanah, sedangkan pengukuran dan pemetaan 

bidang-bidang tanah merupakan teknis dari kadaster, arti penting dari 

manfaat peta sudah tidak asing lagi, sebab banyak orang sekarang ini 

apabila membutuhkan informasi hanya melihat melalui peta untuk 

berbagai keperhan. 

Pengertian peta adalah gambar yang dapat memberikan infornlasi 

tentang suatu tempat atau keadaan bagi orang yang membutuhkan 

informasi dibumi ini, sedangkan cara untuk menyajikan informasi terhadap 

suatu tempat pada permukaan bumi ini dilakukan dengan suatu 

pengukuran, yang kemudian dituangkan dalam bidang datar melalui 

proyeksi tegak lurus dengan skala yang ditetapkan.I0 

Metode pembuatan peta yang umum dapakai adalah melalui 

kegiatan pengukuran terestris dan fotogametrisa, ketelitian pada peta 

' O  Darwoto, Mengenai Peta Pendafiaran Tanah, Majalah Bhumi Bhakti, Edisi 10, Badan 
Pertanahan Nasional, Jakarta, 1996. 



tergantung pada skala, makin besar skala peta, dituntut ketelitian yang 

besar pula, arti dari skala peta adalah perbandingan jarak di atas peta dan 

jarak sesungguhnya di atas bumi. Secara umum peta-peta dapat 

dikatagorikan, yaitu, Peta dasar, peta salinan dan peta tematik. 

3. Tujuau Pendaftaran Tanah 

Laju roda pembangunan yang diikuti meningkatnya nilai ekonomis 

tanah, mendorong semangat dan meningkatnya lcesadaran hukum para 

pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertipikat 

agar kepastian haknya terlindungi oleh hakum. Pemberian jaminan 

kepastian hukum dibidang tanah, yaitu, memerlukan suatu perangkat 

hukum yang tertulis, lengkap dan jelas secara konsisten sesuai dengan jiwa 

dan isi ketentuarr-ketentuannya. 

Terselenggaranya pendaftarar~ tanah yang memungkinkan bagi 

pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah niembuktikan suatu hak 

atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak calon pembeli atau calon 

kreditor, akan dengan mudah untuk memperoleh keterangan yang 

diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum. 

Sehubungan pada Pasal 19 UUPA memerintahkan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah, dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 1 tentang Pendafiaran Tanah, 

yang saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Pada 



kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui PP No. 10 

tahun 1961 masih belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional 

sehubungan dengan produk yang dihasilkan masih tidak sesuai dengan 

harapan, karena bclnyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi, antara 

lain anggaran rutin maupun proyek, sumber daya manusianya, sarana dan 

prasarana pendukung operasional, wilayak Indonesia yang sangat luas dan 

banyak alas hak penguasaanya yang kurang mendukungkuat untuk 

pembuktian. 

Sehubungan dengan hal-ha1 tersebut, maka dalam rangka 

meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional 

dengan memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan, pemerintah 

mengeluarkan suatu peraturan pemerintah yang dikenal dengan PP No. 24 

tahun 1997 sebagai penyempurna dari PP No. 1 0 tahun 196 1 ,  mengenai 

asas dan tujuannya masih dipertahankan sama seperti pada hakekat UUPA. 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para 

pemegang hak a@u pemilik tanah diberikan suatu penegasan mengenai 

beberapa jauh kekuatan pembuktian dari sertipikat tanah, yang dinyatakan 

sebagai alat pembuktian paling kuat oleh UUPA. 

Data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat hams 

diterima sebagai data yang benar, baik digunakan untuk perbuatan hukum 

sehari-hari inaupun dipakai sebagai alat pembuktian apabila ada sengketa 



di pengadilan, sepanjang data dalam sertipikat tersebut sama sesuai dengan 

di surat ukur maupun dalam buku tanah. 

Pendafiaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, ha1 ini menjadi tampak dan 

dirasakan, sebgkan tujuan pendahran tanah pada Pasal 3 PP No. 24 

tahun 1987, sebagai berikut:' ' 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 
terdahr agar dengan mudah dapat membuktikan dirir~ya hak atas suatu 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak. yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan. 
Sedangkan arti tertib administrasi pertanahan sendiri, merupakan salah 
satu bagian dari tertib terselenggaranya pendaftaran tanah. 

Dari uraian tersebut telah dikemukan dengan jelas, bahwa 

Peraturan Pemerintah yang barn mengenai pendahran tanah ini 

disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA, 

memuat penyempurnaan dan penegasan, yang diharapkan mampu menjadi 

landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran tanah. 

Demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, oleh 

pemerintah diselenggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia, yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 

'' b%&ikm Pemerintah Nomor 24 Ttahun 1997, Tentang Pendafiaran Tanah, Badan Pertanahan 
N&&&%\, Jakarta, 1997, ha1 382. 



24 Tahun 1997, untuk itu tujuan pendaRaran tanah menurut Budi Harsono, 

sebagai berikut:" 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 
lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan., untuk itu kepada 
pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya. 

b. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan rnudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang - bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang terdahr, untuk penyajian data tersebut diselenggarakan 
oleh Kantor Pertanahan KabupatedKotamadya tata usaha pendaftaran 
tanah yang dikenal dengan daftar umum , yang terdiri atas peta 
yendaftaran, d a h r  tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi 
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan dasar dan 
penvujudan tertib administrasi dibidang pertanahan, untuk mencapai 
tertib adrninistrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah 
susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar. 

4. Pendaftaran Tanah Pertama Kali 

Pengertian pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendahran tanah yang 

belum didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendahran 

tanah atau PP 24 tahun 1997. 

Pelaksanakan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 

1997, meliputi pendafiaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data 

pendaflaran tanah. Dalam PP No. 24 tahun 1997 khususnya pada Pasal 12 

disebutkan bahwa: l 3  

a. Kegiatan dan yelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali meliputi: 

l 2  Budi Harsono, Op.cir, ha1 472. 
l 3  Eddy Ruchiyat, Op.cit, ha1 187. 



1) Pembuktian hak dan pembukuannya.. 
2) Penerbitan Pengumpulan dan pengolahan data fisik. 
3) sertipikat 
4) Penyajian data fisik dan data yuridis. 
5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: 
1) Pendakan peralihan dan pembebanan hak. 
2) Pendakan perubahan datapendaftaran tanah lainnya. 

Pada pendaftaran tanah pertama kali kegiatannya ada 3 (tiga) 

bidang, yaitu bidang fisik atau tehnis kadastral, bidang yuridis, dan 

penerbitan dokumen tanda bukti hak. 

Pengertian pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah terhadap bidang tanah yang sebelumnya belum pemah 

didaftarkan sama sekali yang perolehan tanahnya berasal dari tanah milik 

adat atau berasal dari tanah negara, menurut ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah pertama kali 

dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu: 

a. Secara Sistimatik yaitu pendahran tanah pertama kali yang dilakukan 

secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar dalarn suatu wilayah desa atau kelurahan. 

b. Secara sporadik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 

satu atau bebepapa obyek dalam wilayah atau bagian wilayah dalam 

suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. 

Dalam melaksanakan PP No. 24 Tahun 1997 diatur pula Peraturan 

Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 yang secara efektif dipakai sebagai landasan hukum untuk 



menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari maupun dalam menjalankan 

pelaksanaan proyek, baik ditingkat pusat maupun di kantor-kantor 

Pertanahan kabupatenKota. Tujuan pendaftarm tanah selain untuk 

memberikan informasi juga untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, di sarnping itu 

pula untuk memudahkan aparat pemerintah baik tingkat pusat maupurl 

daerah dalam menyediakan media informasi kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan baik mengenai data fisik 

dan data yuridis, apabila dibutuhkan segera akan lebih cepat dan mudah 

untuk mendapatkannya sehingga akan memberikan rasa puas terhadap 

pelayanan dan kine rja Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah dalam 

upayanya menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah menyeluruh di 

wilayah Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 1960 sejak 

diundakannya UUPA. 

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanab Sistimatik 

Pengertian pendaftaran sistimatik yaitu pendaftaran tanah pertama 

kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa atau 

kelurahan. Hal ini atas prakarsa dari pemeri~itah berdasarkan rencana ke rja 

panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 

ditetapkan oh% Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam suatu 



desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah 

secara sistimatik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah 

sistimatik ini berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran secara rutin, Pada 

pelaksanakan pendaftaran tanah sistimatik melalui Land Management and 

Policy Developmnt Project (LMPDP) diselenggarakan oleh pemerintah 

bersifat massal dan secara besar-besaran, sedangkan masyarakat atau 

pemohon dalam kegiatan ini tidak terlalu dituntut aktif untuk mengurus 

permohonannya di Kantor Pertanahan, tapi cukup menunggu di desa di 

mana kegiatan pendaftaran tanah sistimatik diselenggarakan. Kepala 

Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan proyek ini tidak menangani 

secara langsung, tapi dibantu oleh panitia ajudikasi yang ditunjuk langsung 

oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga 

tidak mengganggu akti fitasnya secara rutin. Dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan proyek LMPDP ini, panitia ajudikasi dalam tugasnya 

dibantu oleh Aparat desa, Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Dalam proyek ini, Badan Pertanahan Nasional tidak memungut 

biaya, baik biaya pendaftaran haknya maupun biaya pengukuran. 

Sedangkan menyangkut operasional aparat desa, Pokmas, administrasi 

desa, pologoro, tugu tanda batas semuanya diatur Lebih lanjut dengan 

peraturan desa. Adapun menyangkut biaya pembuatan akta jual beli atau 

akta hibah apabila ada peralihan hak diserahkan langsung antara pemohon 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Desa. Perbuatan hukum dalam 



pendaftaran tanah sistimatik melalui LMPDP yang paling banyak terjadi 

dalam kegiatan jual beli dan hibah saja. 

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat besar sekali 

membantu Badan Pertanahan Nasional di dalam penyelenggaraan 

pendaftaran tanah menyeluruh ditanah Air. Pengertian PPAT menurut 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 19911 adalah pejabat umurn 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun.14 Pengertian akta otentik di sini seseorang PPAT 

sebagai pejabat umum dalam membuat akta apabila te jadi suatu masalah 

atau perkara di pengadilan, hakim tidak perlu untuk memeriksa 

menyangkut kebenaran dari isi dalam akta atau tanggal ditandatangani 

akta dan keabsaan dari tanda tangan dari pihak- pihak yang menanda 

tangani dalam akta tersebut asal saja tidak dapat dibuktikan adanya 

pemalsuan. 

E. Metode Penelitian 

I .  Obyek Penelitian 

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanall Sistimatik di 

Kabupaten Bantul. 

2. Subyek Penelitian 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

l 4  AP. Parlindungan, Op.cil, ha1 174. 



b. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Bantul. 

c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionaP Propinsi Daerah 

lstimewa Yogyakarta. 

d. Pemohon di Kecamatan Pandak, Kecamatan Kasihan dan 

Kecmatan Palbapang. 

3. Surnber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan. 

b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah dan 

lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara. 

Mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan subyek 

penelitian secara langsung tentang permasalahan yang diteliti. 

b. Study Kepustakaan. 

Study dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan 

memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan yang 

berhubungan dengan pennasalahan yang sedang diteliti. 

5. Metode Pendekatan 

Pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu dibahas mengenai norma- 

norma hukum yang diimplementasikan dengan kenyataan penerapan 

hukum yang ada di masyarakat, di mana daIam pendekatan ini akan 



melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, 

PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria ~Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

6. Analisis Data 

a. Data primer 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data melalui 

berbagai tahap:15 

1. Pemeriksaan data atau editing yaitu kegiatan memeriksa atau 

meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau tidak. 

2. Penandaan data atau koding yaitu pemberian tanda pada data yang 

diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan symbol atau 

kata yang menunjukan golongan/kelompok data menurut jenis dan 

sumbemya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, 

memudahkan rekontruksi serta analisis data. 

b. Data sekunder 

Proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer 

yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan secara 

diskripsi sehingga diperoleh gambaran yang tepat terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

l5 M .  Syamsudiun, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 
ha1 120-121. 



Sistimasi peraturan peraturan perundang-undangan secara vertikal 

dan horizontal dengan prinsip penalaran eksklusi, tiap sistem hukurn 

diindentifikasi oleh sejurnlah peraturan perundang-undangan. 

Penalaran eksklusi dilakukan terhadap ketentuan peratwan Pasal 19 

Undang-undang Pokok Agraria dan PP Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria 

IKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 

Bahan hukurn yang dipergunakan yaitu pendapat hukurn secara 

khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum yang diperoleh 

dari buku-buku, artikel, majalah dan jumal-jumal hukurn yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistimatik di 

Kabupaten Bantul. Kemudian didiskripsikan sehingga akan diperoleh 

persamaan pendapat maupun perbedaan yang ada, sehingga 

diperoleh suatu abtraktif tentang bagaimana proses pelaksanaan 

pendaftarm tanah sistimatik. Data primer akan dibandingkan dengan 

data sekunder, kemudian dianalisis apakah memiliki kesesuaian atau 

tidak, evaluasi yang merupakan langkah terakhir dalam penarikan 

kesimpulan terhadap proses analisis induktif yaitu proses berpikir 

dengan merumuskan fakta-fakta secara khusus kemudian ditarik 

kesimpulan secara umum. 



BAB n 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM 

DAN PENDAFTARAN TANAH 

A. Negara Hukum 

Negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang berkembang di daratan 

Eropa Barat (Kontinental). Di dalam kehidupan bernegara berdasarkan pernusatan 

kekuasaan tidak populer lagi di Eropa Barat, maka Montesquieu 

mengintroduksikan ide Trias Politica dibidang ketatanegaraan, sedangkan 

Immanuel Ksnt mulai menggali lagi ide negara hukum yang sudah dikenal sejak 

zaman Plato di Yunani (purba) dengan istilah Nomoi. Namun Immanuel Kant 

pada saat itu berpendapat bahwa negara hukum hanya sekedar untuk menegakkan 

keamanan dan ketertiban pada masyarakat (rust en orde) sehingga idenya dikenal 

dengan istilah Negara Jaga Malam (Nachtwakrstaat) dimana pencapaian 

kesejahteraan masing-masing terserah pada warga masing-masing sesuai dengan 

prinsip liberalisme. Kemudian ide negara hukum liberal (formal) ke negara hukum 

materiel yang pada saat ini ialah negara hukum kemakmuran yang dikenal dengan 

sebu tan Wohlfahrstaat, Social Service Staat, Sociale Verzorgingsstaat, 

Weh~aarstaat, dan sebagainya. 

Paham yang terkenal pada sekitar Perang Dunia I1 ialah paham Julius 

Stahl yang mengemukakan bahwa pokok-pokok utama negara hukum (Barat) 

yang mendasari konsep negara hukum yang demikian itu ialah: 



1. Berdasarkan hak asasi sesuai dengan pandangan individual (John Locke 

CS). 

2. Untuk melindungi hak asasi perlu Trias Politika Montesqueiu dengan 

segala variasi perkembangannya. 

3. Pemerintahan berdasarkan dengan undang-undang (Wetmatig Besturr) 

dalam Rechtstaat Materiel dan di tambah prinsip Doelmatig Bestuur di 

dalam Sociale Verzorgingsstaat. 

4. Apabila di dalam menjalankan pemerintahan masih dirasa melangar hak 

asasi manusia, hams diadili dengan suatu pengadilan administrasi. Politik 

pembangunan hukum nasional.' 

Di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan 

pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi dengan 

demikian bukan berarti bahwa negara Indonesia bukan negara hukum, sebab 

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (bagian Sistem 

Pemerintahan Negara) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum bukan negara kekuasaan, serta Indonesia berdasarkan 

Konstitusional bukan ~bsolutisme.~ 

Indonesia adalah negara ymg berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan 

atas kekuasaan belaka, pernyataan tersebut terdapat dalam penjelasan Undang- 

Undang Dasar 1945 yang secara implisit mengajarkan bahwa kekuawn tertinggi 

' Busyro Muqodas, et.al, Politik Pembangunan Hukum Nasional, U11 Pres, Yogyakarta, 1992, 
ha1.40-41. 
' S.F.lrAarbun, et.al., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakartii, 1987, ha1 5 1. 




















































































































































































































































